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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan dan analisis pada bab-bab sebelumnya, maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang 

diajukan dalam penulisan hukum/skripsi ini sebagai berikut: 

Bahwa seorang hakim dalam menjatuhkan suatu putusan terhadap 

seorang pengedar residivis dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain : latar 

belakang sosial, budaya, dan ekonomi, kemudian profesionalisme, hukum 

pidana yang berdasarkan Pasal 1 KUHP, terdakwa, tuntutan masyarakat, 

individu, sikap prilaku yang apriori, sikap perilaku yang emosional, sikap 

arrogance power, dan terakhir moral. Dan dalam hal menjatuhkan putusan 

terhadap seorang residivis, hakim kan menambahkan sepertiga dari masa 

hukuman yang dijatuhkan. Dan dalam hal menjatuhkan putusan terhadap 

seorang residivis hakim memiliki kendala yaitu ketidaktahuan seorang hakim 

terhadap seorang terdakwa dimana apakah terdakwa tersebut sudah pernah 

dijatuhi putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelumnya 

atau belum. Dimana seorang penyidik berperan penting untuk membantu 

hakim dalam memutus suatu perkara, yaitu dengan cara memasukkan putusan 

sebelumnya kedalam surat dakwaan. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, saran yang ingin disampaikan 

penulis adalah: 
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1. Hakim harus lebih teliti lagi dalam menangani suatu proses pemeriksaan di 

pengadilan, dan selalu menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan 

Pancasila, sehingga nantinya putusan hakim tersebut mencerminkan 

keadilan bagi masyarakat indonesia. 

2. Hakim dalam hal ini juga harus ikut membantu program pemerintah untuk 

memberantas peredaran narkotika yang dapat merusak anak-anak generasi 

penerus bangsa dengan cara melakukan program penyuluhan terhadap 

masyarakat tentang bahayanya narkotika. 
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